SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON UTARA
NOMOR : 42/PL.02.2-Kpt/7410/KPU-KAB/VIi/2020
TENTANG
PENETAPAN PERSYARATAN PENCALONAN UNTUK PARTAI POLITIK
ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI BUTON UTARA TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON UTARA,

Menimbang . a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 40 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati
dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-
Undang;

b. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan
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Mengingat

Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017
tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati. dan/atau
Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020
tentang perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang
Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau
Walikota dan Wakil Walikota;

bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf
b di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara tentang
Penetapan Persyaratan Pencalonan untuk Partai
Politik atau Gabungétn Partai Politik Dalam
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara
Tahun 2020;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai
Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi
Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan
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Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonosia Nomor 566) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6512);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun

2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

3. Komisi........
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Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen
Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi
Independen Pemilihan Kabupaten /Kota,
Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan
Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau
Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan
Komisi Pemilthan Umum/Komisi Independen
Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata
Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia
Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
1498);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun
2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau
Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 826) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
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Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun
2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau
Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020Nomor 159);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi,
dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun
2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Gubermnur Dan Wakil
Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Wali
Kota dan Wakil WaliKota Tahun 2020 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5
Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas
Peraturan Komisi Pentilihan Umum Nomor 15 Tahun
2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil

5 Gubernur ......,

idih. kpu.go.id/sultra/butur



Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Wali
Kota dan Wakil WaliKota Tahun 2020 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Buton Utara Nomor 205/PL.02.7-kpt/7410/KPU-
Kab/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil
Perhitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan
Umum Anggota DPRD Kabupaten Buton Utara Pemilu
Tahun 2019;

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Buton Utara Nomor 213/PL.02.7-kpt/7410/KPU-
Kab/VII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi
Partai Politikk Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRD
Kabupaten Buton Utara Pemilu Tahun 2019;

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Buton Utara Nomor 23/PP.04.2-Kpt/7410/KPU-
Kab/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara
Lanjutan Tahun 2020;

12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Buton Utara Nomor 24/PP.01.2-Kpt/7410/KPU-
Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga atas
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Buton Utara Nomor 222/PP.01.2-Kpt/7410/KPU-
Kab/X/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal
Penyelenggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Buton Utara Tahun 2020;

13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Buton Utara Nomor 41/PL.02.2-Kpt/7410/KPU-
Kab/VII/2020 tentang Pedoman Teknis Pencalonan
untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik
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dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton

Utara Tahun 2020;
Memperhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton
Utara Nomor: 46 /PL.02.2-BA/7410/KPU-

KAB/VII/2020 Tanggal 29 Juli 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BUTON UTARA TENTANG PENETAPAN PERSYARATAN
PENCALONAN UNTUK PARTAI POLITIK ATAU
GABUNGAN PARTAl POLITIK DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUTON UTARA TAHUN
2020.

KESATU : Menetapkan persyaratan pencalonan untuk Partai Politik
atau Gabungan Partai Politik Dalam Pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2020, yaitu
memperoleh :

a. paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah
kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Buton Utara hasil Pemilihan Umum Tahun 2019,
yaitu 20% x 20 sebanyak 4 (Empat) kursi; atau

b. paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari
akumulasi perolehan suara sah hasil Pemilihan
Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Buton Utara Tahun 2019, yaitu 25% x
38.831 = 9.708 (Sembilan ribu tujuh ratus delapan)

suara.

KEDUA : Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik
mengusulkan Bakal Pasangan Calon menggunakan

. ketentuan.......
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ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU huruf b, ketentuan tersebut hanya berlaku bagi
Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Utara hasil
Pemilihan Umum Tahun 2019.

KETIGA : Daftar Perolehan Kursi dan Suara Sah Partai Politik
pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2019,
sebagaimana tercantum dalam lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT :  Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Buranga
pada tanggal : 29 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON UTARA,

Ttd

HASRUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
AT KPU KABUPATEN BUTON UTARA
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LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON
UTARA

NOMOR: 42/PL.02.2-Kpt/7410/KPU-KAB/VII/2020.
TENTANG

PENETAPAN PERSYARATAN PENCALONAN UNTUK PARTAI
POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUTON UTARA
TAHUN 2020

PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK DAN SUARA SAH PARTAI POLITIK
PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2019

PEROLEHAN PEROLEHAN
NO PARTAI POLITIK KURSI SUARA SAH
1 | Partai Kebangkitan Bangsa 3 4.550
2 | Partai Gerakan Indonesia Raya 1 1.497
3 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan = 9.729
4 | Partai Golongan Karya 3 4.879
5 Partai NasDem 0 835
6 | Partai Garuda 0 0
7 | Partai Berkarya 0 0
8 | Partai Keadilan Sejahtera 1 2.437
9 | Partai Perindo 0 527
10 | Partai Persatuan Pembangunan 0 775
11 | Partai Solidaritas Indonesia 0 0
12 | Partai Amanat Nasional 5 8.271
13 | Partai Hanura 0 637
14 | Partai Demokrat 2 3.502
19 | Partai Bulan Bintang 0 137
20 | Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia ] 1.055
JUMLAH 20 38.831

Ditetapkan di : Buranga
pada tanggal : 29 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON UTARA,

Ttd
HASRUDDIN
Salinan sesuai dengan aslinya
" T KPU KABUPATEN BUTON UTARA
! Bagjasr Hukum

MUHAMMAD RUSYAID
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